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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan: 

1.     Berbagai alasan orang tua tidak melaporkan kelahiran anak 

berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2013 Tentang Administasi Kependudukan disebabkan di antaranya: 

pertama: banyak warga belum meminta surat domisili tempat 

mereka tinggal dahulunya, kedua: ada beberapa warga melakukan 

nikah siri, dan ketiga: salah satu beralasan hanya tinggal berjangka 

saja menempati rumah tersebut, keempat: warga enggan minta 

surat pengantar dari RT/RW;  

2.     Kendala dan tantangan Kelurahan Belakang Tangsi Menerima  

pelaporan kelahiran anak berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependdudukan disebabkan di antaranya: pertama: kurangnya 

pengetahuan hukum masyarakat terhadap urgensi dari pelaporan 

kelahiran anak tersebut, kedua: aktifitas masyarakat yang sibuk 

bekerja, ketiga: merasa malu tidak memiliki buku nikah asli, karena 

beliau menikah siri, keempat: secara teknis masih ada gangguan 

untuk pengimputan data di pusat; kelima: SDM kantor Kelurahan 

Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang masih 

kurang; dan keenam: Nepotisme/kurang adil masih berlaku. 

3.     Pelaksanaan pelaporan kelahiran anak berdasarkan Pasal 27 Ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang 

Barat Kota Padang ditinjau dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

menyebutkan bahwa masyarakat harus patuh terhadap aturan yang 

dibuat oleh pemerintah dan untuk pemerintah dapat berlaku adil 

dalam memberikan pelayanan, melindungi, dan menjaga hak-hak 

warga negara sebagaimana dalam kaidah Siyasah Tanfidziyah 
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menyebutkan bahwa setiap hubungan pemerintah dan 

kebijaksanaan harus berdasarkan kemaslahatan yang baik dan 

kemaslahatan umum kepada rakyatnya. Sehingga tercapainya 

kehidupan yang tertib administrasi berupa pelaporan kelahiran 

anak di Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota 

Padang. 

5.2  Saran 

 Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan 

penelitian adalah, sebagai berikut: 

1.      Peneliti sudah mengamati berbagai fakta di lapangan, khususnya 

dalam pelaporan kelahiran anak tersebut. Peneliti menyarankan 

untuk Kasi Bidang Tata Pemerintahan Kelurahan Belakang Tangsi 

Kecamatan Padang Barat Kota Padang untuk lebih fokus lagi agar 

tidak ada lagi masyarakat yang melupakan kewajibannya sebagai 

penduduk yang baik; 

2.    Peneliti menyarankan agar Kasi Bidang Tata Pemerintahan  

Kelurahan Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang 

melakukan sosialisasi yang lebih kepada masyarakat, agar tidak 

adalagi alasan karena ketidaktahuan apabila diminta 

pertanggungjawaban atas keterlambatan pelaporan pengurusan 

dokumen kependudukan tersebut; 

3.     Peneliti menyarankan agar Pemerintah Daerah lebih tegas dalam 

memberikan ketegasan dalam keterlambatan masyarakat ketika 

mengurus akta kelahiran, berupa sanksi administrasi (denda); 

4.     Peneliti menyarankan agar masyarakat khususnya Kelurahan 

Belakang Tangsi Kecamatan Padang Barat Kota Padang lebih taat 

lagi terhadap aturan yang berlaku;  

5.     Peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

mengembangkan penelitiannya lebih lanjut terkait permasalahan 

yang sama. 
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